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Abstract

Grants and wills are forms of property transfer recognized under
the Indonesian Civil Code. In practice, such transfers may give
rise to legal disputes when they reduce the legitime portie rights
of certain heirs. This study aims to examine the limitations on a
testator's freedom to transfer property through grants and wills
in relation to the legitime portie rights of heirs under the
Indonesian Civil Code, as well as the legal considerations of
judges in Supreme Court Decision Number 2665 K/Pdt/2019
concerning a testamentary grant that violated the legitime portie
rights of heirs. This research is normative legal research
employing statutory, case, and conceptual approaches. The
results indicate that the Indonesian Civil Code limits a testator's
freedom to transfer property through grants and wills by
regulating legitime portie in Articles 913 to 916 of the Civil Code
and through the mechanism of inkorting when the rights of heirs
are infringed. Furthermore, in Supreme Court Decision Number
2665 K/Pdt/2019, the judges upheld the existence of the
testamentary grant but restricted its implementation to ensure
the protection of the heirs' legitime portie rights. Therefore, a
testator's freedom to transfer property through grants and wills
is recognized by law, provided that such transfers do not diminish
the rights of heirs guaranteed by legislation.
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Abstrak

Hibah dan wasiat merupakan bentuk pengalihan harta yang diakui
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam
pelaksanaannya, pengalihan harta tersebut dapat menimbulkan
permasalahan apabila mengurangi hak legitime portie yang
dimiliki oleh ahli waris tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pembatasan kebebasan pewaris dalam hibah dan
wasiat terhadap hak legitime portie ahli waris berdasarkan
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KUHPerdata serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 terhadap hibah wasiat
yang melanggar hak legitime portie ahli waris. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata
membatasi kebebasan pewaris dalam mengalihkan harta melalui
hibah dan wasiat melalui ketentuan legitime portie sebagaimana
diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916 KUHPerdata serta
mekanisme inkorting apabila hak ahli waris terlanggar. Selain itu,
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019 hakim
mempertahankan keberadaan hibah wasiat, namun membatasi
pelaksanaannya agar hak legitime portie ahli waris tetap
terlindungi. Dengan demikian, kebebasan pewaris dalam
mengalihkan harta melalui hibah dan wasiat tetap diakui oleh
hukum, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengurangi hak ahli
waris yang telah dijamin oleh undang-undang.

Kata kunci: Hibah, Wasiat, Legitime portie, Hukum Waris
Perdata.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Dalam kehidupan masyarakat, persoalan warisan merupakan salah satu
permasalahan hukum yang masih sering menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut tidak hanya
terjadi karena adanya perebutan harta peninggalan, tetapi juga disebabkan oleh perbedaan
kepentingan di antara pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas harta tersebut. Pada
praktiknya, tidak semua proses pewarisan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh
anggota keluarga. Perbedaan pandangan mengenai pembagian harta sering kali menimbulkan
perselisihan yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kondisi ini
menunjukkan bahwa permasalahan waris masih menjadi isu yang relevan dan banyak ditemukan
dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada dasarnya
merupakan hasil usaha yang diperoleh selama

hidupnya dan dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengalihan tersebut dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia melalui mekanisme
pewarisan. Dalam hukum perdata, pewarisan tidak hanya berkaitan dengan perpindahan hak
atas harta benda, tetapi juga menyangkut hubungan hukum antara pewaris dan pihak yang
berhak menerima warisan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar proses
peralihan harta peninggalan dapat berlangsung secara tertib dan memberikan kepastian hukum
bagi para pihak yang berkepentingan.

Salah satu bentuk pengalihan harta yang dikenal dalam hukum waris perdata adalah hibah
wasiat. Melalui hibah wasiat, seseorang semasa hidupnya dapat menentukan pemberian harta
tertentu kepada pihak yang dikehendakinya untuk berlaku setelah dirinya meninggal dunia.
Keberadaan hibah wasiat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengatur
pemanfaatan harta kekayaannya sesuai dengan kehendaknya. Dalam praktiknya, hibah wasiat
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sering digunakan untuk memberikan penghargaan, bantuan, atau jaminan kepada pihak

tertentu yang dianggap memiliki hubungan dekat. Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak
selalu berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum.

Permasalahan biasanya muncul ketika hibah wasiat yang dibuat oleh seseorang semasa hidupnya
dianggap mengurangi hak pihak lain yang juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Tidak
sedikit ahli waris yang merasa dirugikan karena sebagian besar harta peninggalan telah
dialihkan kepada pihak tertentu melalui hibah wasiat. Keadaan tersebut kemudian
menimbulkan keberatan dan memicu sengketa mengenai keabsahan maupun pelaksanaan hibah
wasiat yang telah dibuat. Sengketa semacam ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang
dalam menentukan pengalihan hartanya tidak selalu dapat diterima oleh seluruh pihak yang
memiliki hubungan hukum dengannya.

Pada dasarnya hukum perdata memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan
kehendaknya mengenai harta yang dimilikinya. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan
merupakan kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan hukum
yang harus diperhatikan agar hak pihak lain tidak dirugikan. Hukum tidak hanya memberikan
perlindungan terhadap kehendak seseorang dalam mengatur hartanya, tetapi juga memberikan
perlindungan kepada ahli waris yang berdasarkan undang-undang memiliki hak atas harta
peninggalan. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara kebebasan seseorang dengan
perlindungan hak ahli waris.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada ahli waris adalah melalui
pengaturan mengenai hak legitime portie. Keberadaan hak tersebut menunjukkan bahwa
terdapat bagian tertentu dari harta peninggalan yang harus tetap diperhatikan dan tidak dapat
dihilangkan begitu saja oleh kehendak seseorang. Pengaturan ini bertujuan memberikan
jaminan agar ahli waris tertentu tetap memperoleh hak yang telah ditentukan oleh hukum.
Dengan adanya legitime portie, kebebasan seseorang dalam membuat hibah wasiat tidak dapat
dilakukan tanpa batas. Hukum memberikan pembatasan agar pelaksanaan hibah wasiat tidak
mengurangi bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris berdasarkan undang-undang.

Meskipun ketentuan mengenai perlindungan hak ahli waris telah diatur dalam KUH Perdata,
dalam praktiknya masih ditemukan berbagai sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah
wasiat. Sengketa tersebut umumnya muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai
batas kebebasan seseorang dalam mengalihkan hartanya. Di satu sisi, seseorang memiliki
kehendak untuk memberikan harta kepada pihak tertentu melalui hibah wasiat yang dibuat
semasa hidupnya. Namun di sisi lain, ahli waris juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh
hukum. Pertentangan kepentingan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan mengenai
apakah suatu hibah wasiat masih dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan ketentuan
mengenai legitime portie.

Persoalan mengenai pelaksanaan hibah wasiat dan perlindungan hak legitime portie ahli waris
dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019. Perkara tersebut
berawal dari adanya sengketa antara ahli waris dengan pihak yang memperoleh hibah wasiat
dari pewaris. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan dan
pelaksanaan hibah wasiat yang telah dibuat. Ahli waris beranggapan bahwa hibah wasiat
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tersebut telah memengaruhi bagian yang seharusnya mereka terima, sedangkan pihak penerima
hibah wasiat mendasarkan haknya pada kehendak pewaris semasa hidupnya yang dituangkan

dalam akta wasiat yang sah. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi
sengketa yang diselesaikan melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 menarik untuk dikaji karena
memperlihatkan bagaimana hukum memberikan batasan terhadap pelaksanaan hibah wasiat
ketika berhadapan dengan hak legitime portie ahli waris. Selain itu, putusan tersebut juga
menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku
dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kajian terhadap putusan tersebut penting
dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum waris perdata dalam
praktik, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan hibah wasiat dan perlindungan hak ahli
waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hibah wasiat tidak hanya
berkaitan dengan kehendak seseorang untuk mengalihkan harta kekayaannya semasa hidup
melalui akta wasiat, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak ahli waris yang dijamin
berdasarkan undang-undang. Adanya hak legitime portie menyebabkan pelaksanaan hibah
wasiat harus dilakukan dengan memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan dalam KUH
Perdata.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pembatasan
pelaksanaan hibah wasiat karena adanya hak legitime portie ahli waris serta bagaimana
pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 terhadap
hibah wasiat yang dianggap melanggar hak tersebut. Atas dasar itulah penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Pembatasan Pelaksanaan Hibah Wasiat Karena Hak
Legitime portie Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019)”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.
Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap kaidah hukum yang berlaku serta
penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
hukum normatif karena objek kajian terletak pada pengaturan mengenai hibah, wasiat dan
legitime portie dalam KUHPerdata, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2665 K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam
KUHPerdata yang mengatur mengenai hibah wasiat, pewarisan, dan legitime portie,
pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665
K/PDT/2019 yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, sedangkan pendekatan konseptual
digunakan untuk memahami konsep kebebasan pewaris, hibah wasiat, dan hak legitime portie
ahli waris dalam hukum waris perdata. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT /2019, serta peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum waris perdata, sedangkan bahan hukum
sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil
penelitian lain yang relevan dengan hibah wasiat dan legitime portie. Teknik pengumpulan
bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara
mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, buku, jurnal, serta sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan topik
penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara
kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang telah
dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Dalam proses analisis, penulis
menelaah ketentuan KUHPerdata mengenai hibah wasiat dan legitime portie, kemudian
menghubungkannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
2665 K/PDT/2019. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan
mengenai pembatasan kebebasan pewaris dalam hibah wasiat terhadap hak legitime portie ahli
waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, wasiat
merupakan kehendak dari seseorang yang kelak ingin dilakukan apabila ia sudah meninggal
dunia. Kehendak seseorang yang telah meninggal memiliki arti yang kompleks dalam hal
materiil berupa kehendak orang yang telah meninggal terhadap hartanya dan kemudian
dibentuk dengan akta atau hal formal yang dituangkan dalam akta yang dibuat berdasarkan
syarat bentuknya yang disebut dengan surat wasiat atau testament. Berdasarkan hal tersebut,
perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini juga terjadi berkaitan dengan adanya surat
wasiat yang merugikan ahli waris lainnya karena adanya surat wasiat. Perkara ini berawal dari
sengketa waris yang terjadi dalam keluarga almarhum Marulam Marbun. Sengketa tersebut
muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara ahli waris dengan pihak yang memperoleh
hibah wasiat dari pewaris. Para penggugat merupakan ahli waris kandung dari perkawinan
pertama pewaris yang merasa hak warisnya telah dirugikan akibat adanya hibah wasiat yang
dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Menurut para penggugat, hibah wasiat tersebut
mengakibatkan berkurangnya bagian warisan yang seharusnya mereka terima sebagai ahli waris
yang sah berdasarkan ketentuan hukum waris perdata. Oleh karena itu, para penggugat
mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan atas hak waris yang
mereka miliki. Sebelum meninggal dunia, pewaris diketahui telah membuat Akta Hibah Wasiat
Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 yang dibuat di hadapan notaris. Melalui akta tersebut, pewaris
memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada pihak tertentu. Pemberian tersebut
kemudian menimbulkan keberatan dari para ahli waris karena dianggap mengurangi bagian yang
seharusnya mereka peroleh. Menurut para ahli waris, harta yang diberikan melalui hibah wasiat
tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan yang seharusnya terlebih dahulu
diperhitungkan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, keberadaan hibah wasiat tersebut
dipandang berpotensi mengurangi hak mutlak para ahli waris yang telah dijamin oleh undang-
undang. Dalam gugatannya, para penggugat mendalilkan bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh
pewaris tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena bertentangan dengan ketentuan mengenai
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hak legitime portie ahli waris. Para penggugat berpendapat bahwa meskipun seseorang
memiliki kebebasan untuk mengatur hartanya melalui hibah wasiat, kebebasan tersebut tidak
dapat dilakukan secara mutlak. Hukum tetap memberikan perlindungan kepada ahli waris
tertentu melalui hak legitime portie yang tidak boleh dihilangkan oleh kehendak pewaris. Oleh
karena itu, para penggugat meminta agar hibah wasiat tersebut dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum sepanjang merugikan hak mereka sebagai ahli waris legitimaris. Di sisi lain,
pihak penerima hibah wasiat berpendapat bahwa pemberian tersebut dilakukan berdasarkan
kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta yang dibuat secara sah di hadapan notaris.
Menurut pihak penerima hibah wasiat, akta tersebut merupakan perbuatan hukum yang
mempunyai kekuatan hukum dan harus dihormati karena dibuat sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Selain itu, pihak penerima hibah wasiat juga beranggapan bahwa pemberian yang
dilakukan oleh pewaris merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang terhadap harta
kekayaannya. Perbedaan pandangan antara kedua belah pihak inilah yang kemudian menjadi
pokok sengketa dalam perkara tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan, perkara tersebut
diputus oleh pengadilan dan kemudian berlanjut hingga tingkat banding. Dalam putusannya,
pengadilan memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hibah wasiat yang dibuat oleh
pewaris serta kaitannya dengan hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum. Pengadilan menilai
bahwa hibah wasiat tidak dapat diberlakukan secara penuh apabila pelaksanaannya mengurangi
hak mutlak ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keberlakuan
hibah wasiat harus tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam hukum waris
perdata. Perkara tersebut selanjutnya diajukan ke tingkat kasasi dan diperiksa oleh Mahkamah
Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019, Mahkamah Agung pada
pokoknya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh pengadilan sebelumnya.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak dapat
diberlakukan secara keseluruhan apabila mengurangi hak legitime portie para ahli waris. Oleh
karena itu, hibah wasiat hanya dapat dipertahankan sepanjang tidak melanggar ketentuan
mengenai bagian mutlak ahli waris yang dilindungi oleh KUHPerdata. Putusan tersebut
menunjukkan bahwa hukum memberikan batasan terhadap kebebasan seseorang dalam
mengalihkan hartanya melalui hibah wasiat. Meskipun hukum memberikan ruang bagi seseorang
untuk menentukan kehendaknya terhadap harta kekayaan yang dimiliki, pelaksanaan kehendak
tersebut tetap harus memperhatikan hak pihak lain yang telah dilindungi oleh undang-undang.
Dalam perkara ini, hak legitime portie menjadi dasar pertimbangan penting bagi hakim dalam
menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa
hidupnya.

Berdasarkan uraian posisi kasus tersebut, dapat diketahui bahwa inti permasalahan dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 terletak pada adanya pertentangan antara
pelaksanaan hibah wasiat dengan hak legitime portie ahli waris. Dalam hukum perdata, setiap
orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengalihkan harta kekayaannya.
Kebebasan tersebut dapat dilakukan melalui hibah maupun wasiat sebagai bentuk perbuatan
hukum yang diakui oleh KUHPerdata. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat
mutlak karena pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak-hak ahli waris yang memperoleh
perlindungan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, hukum waris perdata memberikan
batasan tertentu agar pengalihan harta yang dilakukan oleh seseorang tidak menghilangkan hak
ahli waris yang berhak menerima bagian warisan. Pembatasan terhadap pengalihan harta
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melalui hibah dan wasiat pada dasarnya telah diatur dalam KUHPerdata. Hibah merupakan salah
satu bentuk pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-
cuma pada saat pemberi dan penerima hibah masih hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1666
KUHPerdata. Sementara itu, wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa
yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 875
KUHPerdata. Dalam pelaksanaannya, wasiat juga dapat berbentuk hibah wasiat (legaat), yaitu
pemberian atas benda tertentu kepada seseorang yang pelaksanaannya baru berlaku setelah
pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata. Meskipun hibah dan
wasiat merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda, keduanya tetap dapat memengaruhi
jumlah harta yang menjadi objek pewarisan. Oleh karena itu, pengalihan harta melalui hibah
maupun wasiat tidak dapat dilakukan secara bebas apabila mengurangi bagian mutlak ahli waris
yang telah memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Bentuk pembatasan
tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai legitime portie sebagaimana diatur dalam Pasal
913 KUHPerdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa terdapat bagian mutlak dari harta
peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan terhadap bagian tersebut
pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang dapat mengurangi hak mereka.
Keberadaan legitime portie menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi kehendak
pewaris dalam mengatur pembagian hartanya, tetapi juga melindungi kepentingan ahli waris
yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris. Ketentuan mengenai legitime portie
selanjutnya diperjelas dalam Pasal 914 sampai dengan Pasal 916 KUHPerdata yang mengatur
besarnya bagian mutlak ahli waris berdasarkan jumlah dan kedudukan ahli waris yang
ditinggalkan oleh pewaris. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa luasnya kebebasan
seseorang dalam mengalihkan harta kekayaannya melalui hibah maupun wasiat sangat
bergantung pada besarnya bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris. Apabila hibah
maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris ternyata melanggar hak legitime portie ahli waris,
maka KUHPerdata memberikan perlindungan melalui mekanisme inkorting atau pengurangan.
Melalui mekanisme tersebut, hibah ataupun wasiat yang melebihi batas yang diperbolehkan
dapat dikurangi sepanjang diperlukan untuk memenuhi bagian mutlak ahli waris. Dengan
adanya mekanisme inkorting, hukum berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan
terhadap kehendak pewaris dengan perlindungan terhadap hak ahli waris yang memperoleh
bagian mutlak berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian dapat dihubungkan
dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 yang menjadi objek penelitian.
Dalam perkara tersebut, sengketa muncul karena adanya Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh
pewaris dan dianggap memengaruhi bagian warisan yang seharusnya diterima oleh para ahli
waris. Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, objek sengketa bukan
merupakan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata, melainkan hibah wasiat
yang dituangkan dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007. Hal tersebut dapat
dilihat dari sifat pemberian yang baru akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan
pelaksanaannya dilakukan dalam proses pembagian warisan. Berbeda dengan hibah yang
mengakibatkan berpindahnya hak milik pada saat pemberi dan penerima masih hidup, hibah
wasiat merupakan bagian dari wasiat yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terbukanya
warisan. Meskipun penelitian ini membahas pembatasan kebebasan pewaris dalam hibah dan
wasiat terhadap hak legitime portie ahli waris berdasarkan KUHPerdata, perkara yang menjadi
objek penelitian pada dasarnya lebih tepat dikategorikan sebagai hibah wasiat (legaat). Namun
demikian, baik hibah maupun wasiat tetap memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak
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legitime portie karena keduanya dapat memengaruhi jumlah harta yang pada akhirnya menjadi

objek pembagian warisan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai legitime portie tetap berfungsi
sebagai pembatas terhadap kebebasan pewaris dalam mengalihkan harta kekayaannya.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019 pada
dasarnya berpusat pada sengketa mengenai pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat oleh
almarhum Marulam Marbun, S.E., MBA. melalui Akta Hibah Wasiat Nomor 5 tanggal 4 Januari
2007. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Banjarmasin menerima eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat | dan Tergugat Il serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
Keadaan tersebut berubah setelah para penggugat mengajukan upaya hukum banding ke
Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi membatalkan
putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menetapkan pihak-
pihak yang berhak sebagai ahli waris serta menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris yang
belum dibagi harus dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah
ditentukan. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa hibah wasiat yang dituangkan dalam Akta
Notaris Linda Kenari, S.H., M.H. Nomor 5 tanggal 4 Januari 2007 tidak dapat diberlakukan
seluruhnya. Hakim berpendapat bahwa hibah wasiat tersebut hanya dapat dipertahankan
sepanjang sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, sedangkan sisanya harus tetap
memperhatikan hak para ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan
KUHPerdata. Dalam amar putusannya, hakim menetapkan bahwa ahli waris yang berhak terdiri
atas enam orang, yaitu empat anak dari perkawinan pertama, seorang istri, dan seorang anak
dari perkawinan kedua. Masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama besar, yaitu
1/6 bagian dari 2/3 harta warisan yang menjadi objek pembagian waris, sehingga masing-
masing memperoleh bagian sebesar 1/9 dari keseluruhan harta peninggalan pewaris. Pada
tingkat kasasi, Mahkamah Agung pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah
menerapkan hukum karena para penggugat berhasil membuktikan bahwa objek sengketa
merupakan harta peninggalan almarhum yang belum dibagi waris dan karenanya harus
dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa alasan
kasasi yang diajukan para pemohon pada dasarnya hanya berkaitan dengan penilaian fakta dan
pembuktian yang bukan merupakan alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti. Setelah
mencermati dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum
hakim pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata karena tetap
memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris yang sah tanpa mengabaikan keberadaan
hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 913
KUHPerdata yang mengatur mengenai hak legitime portie sebagai bagian mutlak yang harus
tetap diberikan kepada ahli waris tertentu. Selain itu, penetapan hibah wasiat sebesar 1/3
bagian dan pembagian 2/3 bagian kepada para ahli waris menunjukkan adanya pertimbangan
hakim untuk tetap memberikan perlindungan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Dalam
perkara ini, hakim menetapkan enam orang ahli waris yang terdiri atas empat anak dari
perkawinan pertama, seorang istri, dan seorang anak dari perkawinan kedua. Mengingat pewaris
meninggalkan lebih dari tiga orang anak, ketentuan Pasal 916 KUHPerdata yang mengatur
mengenai legitime portie bagi tiga orang anak atau lebih juga menjadi relevan dalam perkara
ini. Berdasarkan hal tersebut masing-masing ahli waris memperoleh 1/6 bagian dari 2/3 harta
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warisan yang dibagikan kepada para ahli waris. Dengan demikian, putusan tersebut
menunjukkan adanya penerapan pembatasan terhadap pelaksanaan hibah wasiat untuk

menjaga hak legitime portie ahli waris sekaligus tetap memberikan ruang terhadap kehendak
pewaris sebagaimana dituangkan dalam hibah wasiat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembatasan pelaksanaan hibah
wasiat karena hak legitime portie ahli waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
2665/K/Pdt/2019, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan seseorang untuk mengalihkan harta kekayaannya melalui hibah maupun wasiat
pada dasarnya diakui dan dilindungi oleh KUHPerdata. Hibah dan wasiat merupakan dua
perbuatan hukum yang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi jumlah harta yang pada
akhirnya menjadi objek pewarisan. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan
secara bebas apabila mengurangi hak mutlak ahli waris yang memperoleh perlindungan
berdasarkan ketentuan legitime portie. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 913 sampai
dengan Pasal 916 KUHPerdata yang memberikan jaminan perlindungan terhadap bagian mutlak
ahli waris tertentu. Apabila hibah maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris melampaui batas
yang diperkenankan dan mengurangi hak legitime portie ahli waris dalam garis lurus ke bawah
dan ke atas, maka dapat dilakukan pengurangan (inkorting) untuk mengembalikan bagian yang
menjadi hak ahli waris. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor
2665/K/Pdt/2019, objek yang menjadi sengketa pada dasarnya merupakan hibah wasiat
(legaat), yaitu pemberian yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Dengan demikian, pembatasan terhadap hibah dan wasiat merupakan bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh KUHPerdata untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan
pewaris semasa hidupnya dalam mengalihkan harta kekayaannya dan perlindungan terhadap
hak ahli waris pada garis lurus ke bawah dan ke atas yang dijamin oleh undang-undang.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665/K/Pdt/2019
menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah wasiat tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan hak
ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan keatas yaitu anak-anak pewaris yang dilindungi oleh
KUHPerdata. Dalam perkara tersebut, hakim memutus keberlakuan hibah wasiat hanya sebesar
1/3 (satu pertiga) bagian dari harta peninggalan pewaris, sedangkan 2/3 (dua pertiga) bagian
lainnya ditetapkan untuk dibagikan kepada enam orang ahli waris yang berhak. Dengan
demikian, masing-masing ahli waris memperoleh 1/6 bagian dari 2/3 harta warisan yang
dibagikan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pewaris memiliki kebebasan
untuk memberikan hartanya melalui hibah wasiat, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan
hak ahli waris yang sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempertahankan putusan Pengadilan
Tinggi yang pada pokoknya memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris serta menegaskan
bahwa hibah wasiat tidak dapat diberlakukan secara penuh apabila mengurangi hak ahli waris
yang memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan KUHPerdata.

Pelaksanaan hibah dan wasiat dalam praktik sering kali menimbulkan permasalahan ketika tidak
disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai hak legitime portie ahli waris. Oleh
karena itu saran kepada Notaris, hendaknya dalam memberikan pelayanan kepada klien yang
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berniat membuatkan akta hibah wasiat terlebih dahulu memberikan pencerahan terkait dengan

ketentuan hukum yang mengikat atau berlaku guna meminimalisir terjadinya sengketa di
kemudian hari.
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